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Perihal :  Permohonan Audiensi dan Usulan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRP 

atas Dugaan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat dalam Penempatan Batalyon 
TP/858/MSB di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. 

 
 

 

Kepada Yth. 

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 

Cq. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) 

 

di 

Jayapura 

Dengan hormat, 
 
Kami yang bertandatangan di bawah ini: 
 

EMANUEL GOBAY,S.H.,M.H; 

LATIFAH ANUM SIREGAR, S.H.,M.H; 

SEFNAT G. RUMBOIRUSY,S.H.,M.H 

WEHELMINA MORIN, S.H; 

REINHART KMUR, S.H; 

 
 
 
Para Advokat/Pengacara Bantuan Hukum dari Tim Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Untuk Papua 
yang beralamat di Jl. Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001, Kecamatan Abepura 99351, Telp 
(0967) 5187421 Abepura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  tertanggal 10 Februari 2026 
dalam hal ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama : 
 
Nama   : Apolos Sroyer 
Tempat Tanggal Lahir  : Byak, 28 April 1972 
Umur   : 54 Tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Agama   : Kristen 
Kebangsaan   : Indonesia 
Alamat  : Kampung Darfuar, Kec. Samofa. 
 

Bahwa bersama ini menyampaikan permohonan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua 

sekaligus mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRP guna melakukan pengawasan 

dan penyelidikan terhadap kebijakan negara terkait penempatan Batalyon Infanteri Teritorial 

Pembangunan (Yonif TP) 858/MSB di wilayah adat masyarakat Byak, Kabupaten Biak Numfor dan 

Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. 

KRONOLOGI 



Dalam rangka menunjukkan fakta dugaan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat, Tindakan 

penggusuran Paksa dan Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup yang terjadi maka 

perlu kami diuraikan posisi kasus sebagai berikut : 

1. Bahwa Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru 
TNI dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, 
Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo 
mengumumkan berdirinya 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) 
dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Presiden juga meresmikan enam Komando 
Daerah Militer (Kodam) baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), tiga 
Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), satu Komando Operasi Udara, dan enam 
Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prabowo juga meresmikan satu Brigade 
Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), lima 
Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat. Batalyon 
Teritorial Pembangunan Bakal Dikukuhkan di Upacara Kehormatan Militer Berikut 
sebaran Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan: Pulau Sumatera: 6 satuan Pulau 
Jawa: 3 satuan Pulau Kalimantan: 3 satuan Pulau Bali Nusa Tenggara: 1 satuan Pulau 
Sulawesi: 2 satuan Pulau Maluku: 1 satuan Pulau Papua: 4 satuan Baca: 
https://nasional.kompas.com/read/2025/08/10/15031381/prabowo-resmikan-
20-brigade-dan-100-batalyon-infanteri-teritorial?page=all.). 

2. Bahwa pada sabtu 29 November 2025, bertempat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, 
Dandim 1708/BN Letkol Kav John Alberth Suweny, S.H., menyambut kedatangan 
1.720 personel baru Gelombang I Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif 
TP) 858/SBB, 859/RBK, dan 860/NSK di Pelabuhan Biak, Kampung Waupnor, 
Distrik Biak Kota. Ribuan personel ini nantinya akan menempati satuan masing-
masing, yaitu Yonif TP 858/SBB di Kabupaten Biak Numfor, Yonif TP 859/RBK di 
Kabupaten Supiori, serta Yonif TP 860/NSK yang berkedudukan di Kabupaten 
Waropen. Prosesi penyambutan diawali dengan pengalungan bunga sebagai bentuk 
penghormatan kepada para Komandan Batalyon. Pengalungan kepada Danyon 
858/SBB Letkol Inf Made Deni Yonif TP 858/SBB dilakukan oleh Plt Asisten I Pemda 
Biak Numfor Francisco Olla, S.Sos. baca: (https://www.top-news.id/dandim-1708-
bn-sambut-1-720-prajurit-yonif-tp-gelombang-i-di-biak/); 

3. Bahwa kehadiran Batalyon tersebut di protes oleh Lembaga Kultur Kankain Karkara 
Byak atau KKB bersama para kepala suku (Mananwir Bar Wamurem, Manfasfas Bar 
Wamuran dan Manfun Kawsa Byak) yang menyatakan penempatan “Prajurit TNI 
Batalyon Yonif TP 858, Yonif TP 859 dan Yonif TP 860 di wilayah adat Byak 
Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Provinsi Papua”. Pernyataan 
itu disampaikan Lembaga Kultur Kankain Karkara Byak dan para kepala suku yang 
mewakili seluruh masyarakat adat Byak, melalui Ketua Dewan Adat Suku Byak, 
Apolos Sroyer.  Apolos Sroyer mengatakan, penempatan personil Batalyon Yonif TP 
Yonif 858, Yonif TP 859, dan Yonif TP 860 di Biak Numfor Kabupaten Supiori, sejak 
29-30 November 2025. Aparat militer tiba di Biak menggunakan kapal milik TNI 
Angkatan Laut (AL). “Hal itu membuat masyarakat kaget dengan hadirnya personil 
TNI Batalyon tersebut. Kurang lebih jumlah personil dari tiga Batalyon yang 
diturunkan di Biak itu 1.700 an,” kata Apolos Sroyer; 

https://nasional.kompas.com/read/2025/08/10/15031381/prabowo-resmikan-20-brigade-dan-100-batalyon-infanteri-teritorial?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2025/08/10/15031381/prabowo-resmikan-20-brigade-dan-100-batalyon-infanteri-teritorial?page=all
https://www.top-news.id/dandim-1708-bn-sambut-1-720-prajurit-yonif-tp-gelombang-i-di-biak/
https://www.top-news.id/dandim-1708-bn-sambut-1-720-prajurit-yonif-tp-gelombang-i-di-biak/


4. Bahwa menurut Apolos Sroyer, personil TNI itu dibagi ke sejumlah titik. Batalyon 
Yonif TP 858 ditempatkan di wilayah adat Wamurem atau Biak Timur dan Batalyon 
TP 859 serta Batalyon TP 860 di tempatkan di Kabupaten Supiori. Secara umum 
masyarakat tidak mengetahui penempatan akan ada penempatan personil 
militer di lokasi-lokasi tersebut. Hanya oknum masyarakat tertentu yang 
melakukan pertemuan-pertemuan terbatas, dan rapat-rapat tertutup dengan 
dengan pihak TNI, kemudian melepaskan ratusan hingga ribuan hektar tanah 
untuk pembangunan pos atau markas Batalyon TNI. Tanah yang dilepas 
masyarakat itu sebenarnya memiliki batas dan dimiliki secara kolektif oleh 
marga-marga yang ada di sana, sehingga jika melepaskan tanah atau mau 
dipakai oleh pihak lain, biasanya melalui musyawarah adat, dengan lembaga 
kultur, kepala suku, dan para tokoh adat dengan mempertimbangkan tujuan, 
dan untung ruginya; 

5. Bahwa Mananwir Bar Wamurem (Byak Timur), Obed. J Ansek mengatakan ini bukan 
mengenai pembangunan akan tetapi berkaitan dengan hal yang dianggap 
perampasan tanah adat dengan cara tidak baik oleh pihak TNI. “Mereka melakukan 
sabotase dengan mencaplok tanah-tanah adat dengan menggunakan kekuatan 
aparat negara. Mereka tidak menghargai masyarakat adat atau pemilik hak ulayat 
yang ada di Biak sejak dulu,” oknum yang melepaskan tanah di Biak Timur itu bukan 
pemilik hak ulayat. Katanya, daerah Biak Timur yang ditempati TNI merupakan 
wilayah sakral bagi suku Byak karena di situ ada ada situs-situs sejarah dan budaya 
leluhur mereka. “Itu kampung-kampung tua kami, nenek moyang kami berasal dari 
situ tapi yang hari ini mereka bikin rusak. Tempat-tempat itu adalah tempat roh 
leluhur kami berada di sana tempat sejarah leluhur kami yang saat ini digusur 
termasuk satwa-satwa mereka bikin hancur. Selain itu tempat itu juga menjadi 
sumber mata air yang memberi pasokan di Biak Kota,” ujarnya. Ia menegaskan demi 
leluhur dan anak cucu, pihaknya mengutuk tindakan perusakan yang dilakukan di 
Biak Timur itu dan menolak kehadiran batalyon TNI di sana maupun di Supiori. 
“Kami tolak kehadiran militer di wilayah adat kami ini. Kami minta mereka keluar 
dari tempat kami, tidak boleh menempati tempat-tempat itu”; 

6. Bahwa penempatan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 858 di 
distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Diketahui bahwa telah terjadi penyerahan 
tanah Ulayat (adat) seluas 56 Hektare yang diklaim oleh salah satu marga yaitu 
Rejauw kepada pihak TNI AD. Penyerahan tanah adat yang dilakukan secara sepihak 
itu kemudian menimbulkan polemik, keberatan dan penolakan dari sebagian besar 
masyarakat adat karena dinilai tidak melalui mekanisme musyawarah adat secara 
holistik dan tidak melibatkan seluruh pemangku hak ulayat serta mengabaikan hak-
hak kolektif masyarakat adat setempat; 

7. Bahwa lahan seluas 56 Hektare tersebut, merupakan tempat roh leluhur, sumber air, 
dan tempat warga mencari hewan buruan. Selain itu, pelepasan tanah yang 
dilakukan secara sepihak oleh masyarakat tertentu (Rejauw), dikhawatirkan memicu 
konflik horizontal. Namun, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Biak yang mendukung 
penempatan Yonif TP mengklaim pelepasan lahan sudah sah. Lembaga ini juga 
mengatakan penempatan Yonif TP akan berkontribusi bagi pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat. LMA juga mengklaim konflik horizontal yang terjadi 
akibat "miskomunikasi". TNI Angkatan Darat merujuk pada keputusan LMA, 
menegaskan, "lahan yang direncanakan untuk pembangunan Yonif TP 858 



merupakan lahan yang sah, tidak dalam sengketa, dan telah dihibahkan secara resmi 
oleh pemiliknya kepada TNI AD"; 

8. Bahwa Lahan yang berada di pinggir jalan ini sudah rata sebagaimana lapangan, tak 
ada lagi pohon-pohon berdiri. Di sisi lainnya, terdapat bedeng dengan plang 
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan sebuah alat berat beko. Hari itu, 
mereka sepakat memasang sasi di lokasi yang rencananya dibangun markas 
Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 858/MSB. Sasi bagi masyarakat Biak 
adalah "pemalangan secara adat" dan "berdoa di tempat tersebut" penanda segala 
aktivitas di kawasan itu harus ditangguhkan karena masih ada persoalan. Marina 
Rumawak sempat terlibat perdebatan dengan pihak keluarga Rejauw mengenai 
jadwal pertemuan yang tak pernah menemui keputusan bersama. Marina turun 
pertama dari mobil. Tapi di lokasi sudah ada keluarga besar dari Rejauw—kelompok 
yang telah melepas lahan tersebut kepada TNI AD; 

9. Bahwa disana juga beberapa personel berseragam militer. Sasi "menutup 
menggunakan daun" belum terpasang, tapi aksi adu mulut terjadi antar marga. "Ini 
tanah Rejauw. Ini tanah leluhur. Tuhan saksi," kata seorang pria dari kelompok 
Rejauw sambil meraup tanah. Marina Rumawak ikut terlibat dalam perdebatan 
sengit ini. Ketegangan terjadi karena kedua pihak saling adu mulut dengan nada 
tinggi, membicarakan jadwal-jadwal pertemuan antar marga yang tidak pernah 
menemui keputusan bersama. Personel TNI yang berada di lokasi terlihat berupaya 
menenangkan kedua pihak. "Kita ada pihak keamanan. Kita antisipasi, antisipasi," 
kata seorang anggota TNI, sambil berusaha menenangkan situasi. Aksi saling dorong 
sempat terjadi, dan beberapa orang terlihat sudah menggenggam parang, tombak 
dan panah. Telunjuk dan ujung parang menunjuk-nunjuk ke wajah. "Langsung 
pegang parang semuanya. Langsung pegang tombak dan macam-macam. Dan kami 
diserang. Saya memang tidak diserang. Ada saudara perempuannya yang pegang 
parang, tapi cuma panggil-panggil nama saya," kata Marina. Kisruh ini berujung pada 
dugaan pemukulan dua pria yang datang bersama Marina Rumawak. Salah satunya 
mengalami luka di pelipis. Rombongan Marina Rumawak kemudian meninggalkan 
lokasi, membatalkan sasi, dan segera melaporkan tuduhan penganiayaan ke kantor 
polisi; 

10. Bahwa Tiga hari sebelumnya, pada Sabtu 03 Januari 2026, diselenggarakan 
Musyawarah Masyarakat Hukum Adat Wilayah Bar Wamurem Rumawak-Fairyo-
Arfayan di Balai Desa Kampung Imdi, Distrik Biak Timur. Pertemuan ini diklaim 
melibatkan 11 marga, dan pemimpin-pemimpin adat di Biak di bawah Otoritas Adat 
Papua Kankain Karkara Byak atau majelis adat tertinggi masyarakat Biak. Sebelas 
marga yang terlibat: Rumawak, Fairyo, Arfayan, Makmaker, Sanadi, Wakum, 
Inarkombu, Manggombo, Arwakon, Yensenem, dan Kurni. Musyawarah Masyarakat 
Hukum Adat Wilayah Bar Wamurem Rumawak-Fairyo-Arfayan memutuskan 
menolak pelepasan lahan secara sepihak. Mereka bersepakat bahwa Pertama, 
sembilan marga yang mendiami tanah Impewer menolak pembangunan markas 
batalyon teritorial pembangunan 858 "di atas Tanah Ulayat leluhur kami". Kedua, 
menyatakan keluarga Rejauw bukan pemilik sah lahan, dan hanya keturunan 
penggarap. Ia dituduh melanggar hukum adat di atas Tanah Ulayat "Rumawak, 
Fairyo, Arfayan" karena melepas tanah secara sepihak untuk pembangunan markas 
Yonif TP 858/MSB. " Dengan ini kami memutuskan secara bersama dalam 2x24 jam 
juga harus meninggalkan tanah tersebut, dan pihak TNI-AD harus memastikan 



menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun". Ketiga, musyawarah hukum 
adat ini juga menentukan jadwal pemalangan/sasi adat di lokasi sengketa yang 
berujung pada dugaan pemukulan dua orang di Impewer. Pada prinsipnya 
Masyarakat Hukum Adat Wilayah (Bar) Wamurem Rumawak-Fairyo-Arfayan 
memutuskan menolak pelepasan lahan secara sepihak. "Ini [tanah] adalah milik 
kolegial, milik semua marga yang berada di situ. Kenapa pada saat mereka 
melepaskan tanah pada sekitar bulan Agustus itu, tidak semua kita rapat adat dulu, 
sidang adat," kata Marina; 

11. Bahwa wilayah yang menjadi target pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial 
Pembangunan 858 di Distrik Oridek itu masuk dalam Wilayah Kawasan Hutan 
Lindung, Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Produksi terbatas yang 
dijamin dalam Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua sebagaimana dalam 
gambar dibawah : 

 

12. Bahwa secara detail luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi 
dan Kawasan Hutan Produksi terbatas yang terdapat dalam Distrik Oridek yang 
menjadi target Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 858 
sebagaimana dalam tabel dibawah :  

 



13. Bahwa Pada tanggal 21 Januari 2026, Gelombang aspirasi masyarakat adat Biak 
Numfor pecah di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Biak Numfor. Dalam aksi damai yang berlangsung, warga dengan tegas 
menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan markas Batalyon Infanteri 
Teritorial Pembangunan 858 TNI di lokasi Brimpewer, Distrik Biak Timur; 

14. Bahwa Aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk pertahanan terhadap tanah 
ulayat yang dianggap sebagai identitas dan urat nadi kehidupan generasi 
mendatang.Suara Perempuan: Tanah Adat Adalah Warisan, Bukan Barang Dagangan 
Koordinator aksi, Ibu Tine Rumkabu, dalam orasinya menegaskan bahwa persepsi 
mengenai lahan kosong di Biak adalah kekeliruan besar. Menurutnya, setiap jengkal 
tanah di Biak memiliki pemilik sah secara adat. “Biak bukan tanah kosong yang 
mudah diambil alih oleh oknum yang mengatasnamakan pemilik hak ulayat. Tanah 
merupakan pijakan hidup kita untuk bercocok tanam, sekaligus warisan yang harus 
kita jaga untuk anak cucu mendatang. Senada dengan itu, Ibu Marina Rumawak 
menyampaikan orasi yang menyentuh hati; 

15. Bahwa Sambil menahan tangis, ia mempertanyakan lambannya respons wakil rakyat 
terhadap keresahan mereka. Ia juga menepis tudingan miring yang menyebut warga 
sebagai kelompok ekstremis hanya karena mempertahankan hak mereka. “Kami 
berbicara atas nama keadilan. Terkait 56 hektar tanah adat yang diusulkan untuk 
markas, sebelas marga kami telah memverifikasi bahwa ada klaim sepihak. Saya 
hanya menjalankan hak saya menjaga tanah saudara-saudara saya,” ungkap Marina. 

16. Bahwa Response DPRD: Janjikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Menanggapi aksi 
tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Daniel Rumanasen, turun langsung 
menemui massa. Ia mengapresiasi cara masyarakat menyampaikan pendapat yang 
tertib dan bermartabat. Daniel menegaskan bahwa aspirasi ini akan ditindaklanjuti 
secara resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pihak dewan berencana 
memanggil instansi terkait, termasuk perwakilan TNI, pemerintah daerah, dan tokoh 
adat. “Aspirasi hari ini adalah dasar hukum bagi kami untuk menggelar RDP. Kami 
akan memastikan suara masyarakat yang menolak pembangunan markas Batalyon 
858 di Brimpewer tersampaikan dengan jelas sebagai pertimbangan langkah 
berikutnya,” pungkas Daniel; 

17. Bahwa pada hari Rabu 4 Februari 2026, Aksi demonstrasi damai yang digelar para 
Ketua Klasis Wilayah III Biak dan Supiori bersama Pendeta, majelis jemaat, warga 
Gereja Kristen Injili (GKI), serta perwakilan masyarakat adat, berlangsung tertib dan 
damai. Aksi tersebut diterima langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor. 
Demo damai bertajuk “Aksi Gerakan Perubahan” ini dipusatkan dengan titik kumpul 
di Gereja GKI Ebenhaezer Ridge dengan jumlah sekitar seribuan peserta. Mereka 
mengikuti long march menuju Kantor DPRD Biak Numfor sebagai bentuk 
keprihatinan dan seruan moral terhadap situasi yang tengah dihadapi masyarakat 
adat di Biak Numfor dan Supiori. Aksi ini turut dihadiri Wakil Ketua Sinode GKI di 
Tanah Papua, Pdt. Gustaf Wutoy, bersama para tokoh gereja dan adat. Para peserta 
menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan perampasan tanah adat milik 
masyarakat adat di Biak Numfor dan Supiori, khususnya di wilayah Biak Timur dan 
Supiori, yang disebut berkaitan dengan pembangunan batalyon TNI; 



18. Bahwa Rombongan massa aksi tiba di Kantor DPRD Biak Numfor sekitar pukul 12.45 
WIT. Aksi kemudian dibuka dengan doa bersama, dilanjutkan penyampaian aspirasi 
oleh Koordinator Aksi Pdt. John Baransano, disusul penyampaian pandangan dari 
Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Gustaf Wutoy dan Manfun Apolos 
Sroyer. Aksi diakhiri dengan pembacaan pernyataan Sikap Sinode GKI di Tanah 
Papua yang dibacakan oleh Pdt. Michael Kapisa. Pernyataan tersebut secara resmi 
diserahkan kepada Wakil Ketua DPRK Biak Numfor Noak Krey dan Mientje 
Yawan.Usai penyampaian pernyataan, peserta aksi dipersilakan masuk ke ruang 
rapat DPRD Biak Numfor; 

19. Bahwa Pasca aksi damai dan audiensi dengan DPRD, disepakati bahwa Lembaga 
Kultur Kankain Karkara Byak akan memimpin proses verifikasi kepemilikan tanah 
dan menegakkan hukum adat. Hasil keputusan akan diserahkan kepada MRP untuk 
ditindaklanjuti, dengan harapan semua pihak menemukan solusi yang adil, 
bermartabat, dan menghormati warisan leluhur Papua; 

20. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor (DPRK) pada tanggal 27 Januari 
2026, dalam rangka uji materi subject hak atas tanah adat pada Lokasi sengketa 
(BrimPewer) yang terletak di kampung Makmakerbo, Distrik Biak Timur oleh 
Bernard Rejauw untuk pembangunan Markas Batalyon TNI AD di Kabupaten Biak 
Numfor, yang akhirnya menimbulkan saling klaim oleh sejumlah marga terhadap 
lokasi tanah adat tersebut. RDP tersebut merekomendasikan kepada Kainkain 
Karkara Byak melaksanakan Sidang Adat guna memastikan kepemilikan sah atas 
tanah adat tersebut. Sidang adat tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26-
27 Februari 2026.  

 

Bahwa permohonan ini kami sampaikan berdasarkan serangkaian fakta, peristiwa, serta analisis 

hukum yang menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional 

masyarakat hukum adat, sebagai berikut: 

1. Bahwa sejak akhir November 2025 telah ditempatkan ribuan personel Batalyon Infanteri 

Teritorial Pembangunan (Yonif TP 858/MSB di wilayah Biak Numfor tanpa adanya proses 

konsultasi publik yang transparan dan partisipatif dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat. 

2. Bahwa pembangunan markas Batalyon Yonif TP 858 di wilayah Binpewer, Distrik Biak Timur, 

Kabupaten Biak Numfor diduga menggunakan tanah ulayat seluas ±56 hektare yang 

dilepaskan secara sepihak oleh pihak tertentu tanpa persetujuan kolektif para pemilik hak 

ulayat yang sah. 

3. Bahwa tindakan tersebut telah memicu konflik horizontal antar marga dalam masyarakat 

adat, serta menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi memperburuk stabilitas sosial di 

wilayah tersebut. 

4. Bahwa masyarakat adat bersama tokoh gereja, lembaga adat, serta masyarakat sipil telah 

berulang kali menyampaikan aspirasi melalui aksi damai dan forum resmi kepada DPRD 

Kabupaten Biak Numfor, namun hingga saat ini persoalan mendasar terkait legalitas 

penggunaan tanah adat dan kebijakan penempatan batalyon tersebut belum memperoleh 

penyelesaian yang adil dan transparan. 



 

Bahwa secara hukum, tindakan tersebut patut diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 

 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya. 

 Pasal 28A dan Pasal 28H UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk 

mempertahankan hidup, kehidupannya, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terkait 

perlindungan hak masyarakat adat. 

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, yang menegaskan 

perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Papua. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan 

adat bukan merupakan hutan negara. 

 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

 

Bahwa selain itu, kebijakan tersebut juga patut diduga mengabaikan prinsip Persetujuan Bebas, 

Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent / FPIC) sebagaimana diakui 

dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. 

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut, kami menilai bahwa persoalan ini telah berkembang 

menjadi isu nasional yang menyangkut perlindungan masyarakat adat, tata kelola pertahanan 

negara, serta penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi konstitusional DPRP dalam bidang pengawasan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, kami memohon kepada Pimpinan dan Anggota DPRP untuk: 

1. Menerima audiensi resmi dengan Tim Koalisi Penegak Hukum & Hak Asasi Manusia 

Papua guna menyampaikan fakta-fakta lapangan serta dokumen pendukung secara langsung. 

2. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRP untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan 

terhadap kebijakan penempatan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di wilayah adat 

Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. 

3. Melakukan kunjungan kerja dan investigasi lapangan guna memastikan situasi yang 

sebenarnya terjadi serta mendengar secara langsung keterangan masyarakat adat, pemerintah 

daerah, dan institusi terkait. 

4. Mengambil langkah-langkah konstitusional guna memastikan perlindungan hak masyarakat 

adat, pencegahan konflik sosial, serta penegakan prinsip negara hukum dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. 



Kami memandang bahwa keterlibatan DPRP melalui mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk 

pembentukan Panitia Khusus, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan negara ber jalan 

sesuai dengan prinsip konstitusi, hukum, serta keadilan bagi masyarakat adat Papua. 

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar DPRP dapat segera 

menindaklanjuti permohonan ini demi mencegah eskalasi konflik serta menjamin perlindungan hak-hak 

konstitusional masyarakat hukum adat. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan serta Anggota DPRP, kami ucapkan terima kasih. 

 

Jayapura, 17 Maret 2026 

Hormat Kami 

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

 

 

 
REINHART KMUR, S.H. 

 

Narahubung: 

Reinhart Kmur, 082397616977 


